
 

 

 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR 

NOMOR 62 TAHUN  2017 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 17 

TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 

PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG  

BADAN USAHA MILIK DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR, 

 

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 188.34-9083 Tahun 2016 tentang 

Pembatalan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa 

Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik 

Daerah yang mengatur terhadap masa jabatan Direksi Badan 

Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa 

Timur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2012 

tentang Badan Usaha Milik Daerah; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-

Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950  tentang 

Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2  Tahun  1950 

(Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan   

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4756); 

 

 

3. Undang-Undang 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 

tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;  

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 

tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah; 

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 

2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 1 Seri D, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 

21); 

10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2015 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Badan Usaha 

Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 

Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang 

Badan Usaha Milik Daerah; 

 

MEMUTUSKAN 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 17 TAHUN 

2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN 

DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2012 

TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH. 

 

Pasal I 

 

Ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Gubernur Jawa Timur  

Nomor 17 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang 

Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2015 Nomor 17 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Gubernur Jawa Timur  Nomor 23 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur  Nomor 17 

Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Badan 

Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 

2015 Nomor 23 Seri E) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi 

sebagai berikut:   

 

Pasal 5 

 

(1) Pengangkatan Direksi untuk pertama kali setelah BUMD PT 

didirikan dilakukan oleh Gubernur selaku pemegang saham 

yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur dan 

disampaikan didalam RUPS. 

(2) Untuk pengangkatan dan pemberhentian Direksi selain 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

berdasarkan Keputusan RUPS. 

(3) Sebelum melaksanakan tugasnya Direksi terlebih dahulu 

melaksanakan penandatanganan kontrak manajemen 

dengan Pemegang Saham sebagai salah satu dasar 

pengukuran kinerja Direksi selama menjabat. 

(4) Masa jabatan Direksi selama 5 (lima) tahun kecuali 

ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan 

berikutnya baik untuk BUMD yang sama maupun BUMD 

yang lain. 

 

Pasal II 
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Pasal II 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. 

 

Ditetapkan di Surabaya 

pada tanggal  29 September 2017 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

ttd 

 

Dr. H. SOEKARWO 
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Diundangkan di  Surabaya 

Pada tanggal  29 September 20175 Mei  

an. SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI JAWA TIMUR 

Kepala Biro Hukum 

 

ttd 

 

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19640319 198903 1 001 

 

 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 62 SERI E. 

 

 


